
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PAN ITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN
DAERAH INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

Menimbang:

SALINAN

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peratural Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk
harmonisasi jadwal pelaksaan pembinaan dan pengawasam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan
disampaikan kepada bupati/walikota;
bahwa guna kelancaral dan kemudahan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan koordinasi untuk harmonisasi, perlu
dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah
Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi
Pengawasan Daerah lnspektorat Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023;

a.

b.

c.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286l., sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2O2I tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor a2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undalg Nomor I Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}:run 2022
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahtn 2022 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Undang-Undang ...../3



-.f-

lO. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ter,tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbarErn Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}run 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

l8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahtrn 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 1045);

19. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 4 Tal:lun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua
Tengah;

Memperhatikan: Surat Plt. Inspektur Provinsi Papua Tengah, Nomor :

7O0/040/INSP/2O23 perihal : Rancangan SK. Gubernur
Papua Tengah tentang Panitia RAKORWASDA Inspektorat
Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.
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Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

MEMUTUSh1AN:

Membentuk Panitia Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah
Inspelrtorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2O23, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan/ menyelenggarakan RAKORWASDA;
b. melaporkan dan mempertanggungiawabkan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Inspektorat
Provinsi Papua Tengah.

Kepala Biro H ementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kcpala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Mei 2O23

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/rm
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